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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1073/Pdt.G/2021/PA.Cmi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

 Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx,  umur  33  tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTA,  pekerjaan Ibu  Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kota Cimahi, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu Buruh

Harian Lepas, tempat tinggal dahulu di  Kota Cimahi, namun

sekarang  sudah  tidak  diketahui  keberadaannya  di  Wilayah

Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya

baik  di  dalam  maupun  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan

Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

 DUDUK PERKARA

 Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan

register  perkara  Nomor  1073/Pdt.G/2021/PA.Cmi,  mengemukakan  dalil-dalil

sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada

tanggal  23  Oktober  2011   di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan

Cimahi  xxx,  Kota  Cimahi,  dengan  memenuhi  syarat  rukun  nikah,
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sebagaimana  tertera  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  802/74/X//2011

 tertanggal 23 Oktober 2011;  

2. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sebelum  membina  rumah

tangga,Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda;  

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir

tinggal bersama di Kota Cimahi;  

4. Bahwa pada  mulanya  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun  dan  dari

perkawinan  telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:  xxx,

tanggal lahir 25 Januari 2015;  

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

rukun dan harmonis, layaknya rumah tangga yang diidamkan namun sejak

bulan  Februari  2020 antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

pertengkaran yang disebabkan: Tergugat  kurang  bertanggung  jawab

dalam memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat. Sehingga untuk

mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat harus berusaha sendiri. 

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah

tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya

pada  tanggal 25 Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar

hebat, dan  setelah  itu  Tergugat  pergi  meninggalkan  rumah  kediaman

bersama;  

7. Bahwa  Tergugat  tidak  diketahui  keberadaannya  di  wilayah  Republik

Indonesia  berdasarkan  Surat  Keterangan  No.  474.2/918/Pem/2021

tertanggal  21  Oktober  2021 dari  Kelurahan Cibabat,  Kecamatan Cimahi

Utara, Kota Cimahi;  

8. Bahwa  konflik  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  kedua  pihak

keluarga  telah  berusaha  mendamaikan,  namun  usaha  tersebut  tidak

berhasil;  

9. Bahwa  gugatan  Penggugat  tersebut  telah  memenuhi  syarat  sesuai

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;  
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10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak

sanggup  lagi  untuk  mempertahankan  perkawinan  ini,  oleh  karena  itu

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. 

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Kota  Cimahi  cq.  Majelis  Hakim  untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dan  selanjutnya  dapat  memutuskan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat

(xxx);  

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi  Cq Majelis Hakim berpendapat

lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono). 

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir menghadap

di persidangan;

 Bahwa atas panggilan tersebut Penggugat  hadir menghadap sendiri di

persidangan, sedangkan  Tergugat  meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut melalui 2 (dua) kali pengumuman, akan tetapi Tergugat  tidak  hadir dan

tidak ada mengutus orang lain  sebagai  kuasanya,  sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

 Bahwa,  Majelis  dalam  persidangan  telah  berusaha  mendamaikan

dengan  jalan  memberi  saran  dan  nasehat  kepada  Penggugat  agar

mengurungkan keinginannya untuk bercerai  dan mencoba kembali  membina

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah namun  tidak  berhasil,

sedangkan  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan; 
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Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan

perkara  ini  dilanjutkan  secara  litigasi  diawali  dengan  membacakan  surat

gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

 Bahwa,  terhadap gugatan Penggugat,  Tergugat  tidak  dapat  didengar

jawabannya  dalam  persidangan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan; 

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bu

kti Surat 

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  802/74/X//2011  Tanggal  23  Oktober

2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi

xxx,  Kota  Cimahi,  bermeterai  cukup dan dicap pos,  telah  sesuai  dengan

aslinya  (Bukti P);  

II. Bukti Saksi

1. xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di  Kota  Cimahi,  telah  memberikan

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa

saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung

Penggugat dan kenal dengan Tergugat;   

- Bahwa

antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;     

Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di   Kota Cimahi;  

Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  anak  1  (satu)

orang;
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Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  awalnya

rukun, tetapi sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan

Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat  dan Tergugat

karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;   

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan

Maret  2021  karena  Tergugat  yang  pergi  meninggalkan  kediaman

bersama;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat,

akan tetapi keberadaan Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa Tergugat  tidak  pernah kembali  pulang bersama dengan

Penggugat;

Bahwa  Saksi  pernah  menasehati  Penggugat,  akan  tetapi

Penggugat tidak bersabar lagi;

Bahwa Saksi  tidak  sanggup  lagi  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat;

2. xxx,  umur 27 tahun,  agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  Kota  Cimahi,  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa

saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah vvvvv Penggugat

dan kenal dengan Tergugat;   

Bahwa hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri

yang menikah bulan Oktober 2011; 

Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di  Kota Cimahi;  

Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  anak  1  (satu)

orang;
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Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  awalnya

rukun, tetapi sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan

Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat  dan Tergugat

karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;   

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan

Maret  2021  karena  Tergugat  yang  pergi  meninggalkan  kediaman

bersama;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat,

akan tetapi keberadaan Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa Tergugat  tidak  pernah kembali  pulang bersama dengan

Penggugat;

Bahwa  Saksi  pernah  menasehati  Penggugat,  akan  tetapi

Penggugat tidak bersabar lagi;

Bahwa Saksi  tidak  sanggup  lagi  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat;

Bahwa  setelah  diberi  kesempatan  Penggugat  menyatakan  tidak

mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang  pada  pokoknya  menyatakan  tetap  pada  gugatannya  dan  selanjutnya

mohon putusan;

 Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal

yang  telah  termuat  dalam berita  acara  sidang  yang  dianggap  sebagai  satu

kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

 PERTIMBANGAN HUKUM

 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas;

 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-

Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama dan penjelasannya

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,
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terakhir  dengan  perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,

maka  penyelesaian  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang

beragama  Islam  di  bidang  perkawinan  merupakan  wewenang  absolut

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam

perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

dibidang  perkawinan,  oleh  karena  itu  maka  Pengadilan  Agama  berwenang

secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari  posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan

sengketa  perkawinan dan domisili  Penggugat  yang berada diwilayah hukum

Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a

dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-undang  nomor  3  tahun  2006,  maka  secara  relatif

kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kota

Cimahi;  

Menimbang,  bahwa  untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo di

persidangan,  pihak  Penggugat  telah  dipanggil  secara  resmi dan  patut  dan

pemanggilan tersebut telah sesuai maksud Pasal 55 Undang Undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan  Agama,  jo  Pasal  26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975

tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang

Perkawinan, oleh  karenanya  cukup  beralasan  hukum  melaksanakan

pemeriksaan perkara ini di persidangan;

 Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (in person) di

persidangan,  sedangkan Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan dan tidak  pula

mengirimkan orang lain selaku wakil  atau kuasanya yang sah untuk hadir di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran

Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat

yang telah dipanggil  tersebut  harus dinyatakan tidak hadir  dengan demikian
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berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR Majelis telah dapat memeriksa

dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  maksud  dan  ketentuan  Pasal  82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal

menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah

tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,

maka  terhadap  perkara  ini  tidak  dapat  dilakukan  mediasi,  sebagaimana

dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

 Menimbang,  bahwa  Penggugat  menggugat  agar  diceraikan  dari

Tergugat,  dengan  dijatuhkannya  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  terhadap

Penggugat, dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai

suami isteri, yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2011, dan sampai

sekarang belum pernah bercerai; 

2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan

sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

3. Bahwa  sejak  bulan  Februari  2020  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah  tidak  rukun,  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,

disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,

Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat sudah

pisah tempat tinggal;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  Majelis  membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,  dan

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama

xxx dan xxx, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok

dengan  aslinya,  merupakan  bukti  adanya  perkawinan  antara  Penggugat

dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 23 Oktober 2011  secara agama

Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat,  dengan

demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak

yang  berkepentingan  dalam  perkara  ini  (Persona  standi  in  judicio)  dan

berlalasan hukum memiliki legal standing yang sah dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  dihadirkan  oleh  Penggugat,

keduanya  sudah  dewasa  dan  sudah  disumpah  sehingga  memenuhi  syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 e HIR; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi-saksi

Penggugat  adalah hal-hal  yang dilihat,  didengar  dan dialaminya sendiri  dan

relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur

dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  dan  saksi  kedua

Penggugat  saling  bersesuaian  dan  keterangan  antara  satu  dengan  yang

lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi

tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat  dan  bukti  P

serta  keterangan  dua  orang  saksi  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  telah

menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai

suami isteri, yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2011, dan sampai

sekarang belum pernah bercerai; 
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2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan

sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

3. Bahwa  sejak  bulan  Februari  2020  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah  tidak  rukun,  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,

disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,

Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat sudah

pisah tempat tinggal;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di  atas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada

kondisi pecah;

Menimbang,  bahwa  indikasi  pecahnya  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung

sejak  bulan Agustus 2019 sampai saat ini;

Menimbang,  bahwa  menjalani  rumah  tangga  yang  penuh  dengan

pertengkaran  yang  sudah  berlangsung  sejak  bulan  Agustus  2019,  bagi

Penggugat sudah tentu sangat berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh

sikap  Tergugat  yang  tidak  memberikan nafkah kepada Penggugat,  Tergugat

tidak memperdulikan Penggugat;

 Menimbang,  bahwa  dari  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  dengan  kondisi  seperti  tersebut  di  atas,  sudah  sangat  sulit  untuk

mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih

sayang  sebagaimana  dikehendaki  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki

firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

مودة                بينكم وجعل اليـــها لتسكنوا ازواجــا انفسكم من لكم خلق ان أيـــته ومن

ذلك     فى ان  ورحمــة

يتفكرون   لقوم ليـــت
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Artinya:  “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

sayang.  Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat

dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan ;

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  telah  terbukti  bahwa  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  tidak  rukun  lagi  dan  serta  tidak  mungkin  lagi

dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pendapat Ahli

Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi, dan

mengambilnya sebagai pendapat Majelis,  

اضرارا            بها الزوج اضرارا ادعت إذا التفريق القاضى من تطلب للزّوجة إنّ

Artinya:  “Sungguh  bagi  istri  dapat  meminta  hakim  untuk  diceraikan

apabila  terjadi  keadaan  yang  sangat  meresahkan  dalam pergaulan  dengan

suaminya”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun

1974  tentang  Perkawinan  menentukan  bahwa  untuk  melakukan  suatu

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup

rukun sebagai  suami  istri  dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor  9  Tahun  1975  dan  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam

menegaskan bahwa salah satu  alasan perceraian yaitu  adanya perselisihan

dan  pertengkaran  yang  terus-menerus  dan  tidak  ada  harapan  lagi  untuk

kembali rukun;
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Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena

keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  tidak  rukun

disebabkan  sikap  Tergugat  yang  yang  tidak  memberikan  nafkah  kepada

Penggugat,  Tergugat  tidak  memperdulikan  Penggugat,  karenanya  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  keduanya  sudah  tidak  ada  harapan  lagi

untuk dipersatukan,  maka dengan demikian  alasan cerai  yang dikemukakan

Penggugat  telah  sesuai  dengan  maksud  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

maka  gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak

isteri  dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini  adalah cerai yang

kesatu,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  119  Kompilasi  Hukum Islam,  maka

thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa

alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka

sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan

dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka

bagi  Penggugat  terdapat  waktu  tunggu  (masa  iddah)  selama  tiga  kali  suci

(sekurang-kurangnya  sembilan  puluh  hari)  dikarenakan  perceraian  tersebut

ba’da  dukhul sebagaimana  maksud  Pasal  153  ayat  (4)  dan  Pasal  155

Kompilasi  Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat  wajib

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum

Islam;

 Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan

dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

diubah  pertama kali  dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Peradilan  Agama dan  telah  diubah  kedua  kalinya  dengan  Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada Penggugat.       
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Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (xxx) kepada

Penggugat (xxx);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepulu ribu rupiah);

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  sidang  permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi  pada hari  Selasa tanggal  08

Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya’ban 1443 Hijriyah oleh

kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H.,  M.H. sebagai  Ketua Majelis,

Drs.  Mochamad  Sumatri,  S.H  dan  Dra.  Nurhayati  masing-masing  sebagai

Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari  itu

juga  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum,  dengan  dihadiri  oleh  para  Hakim

Anggota dan dibantu oleh Asep Abdul Azis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mochamad Sumantri, S.H. Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,00

2. Biaya Proses : Rp.   50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 390.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp.  10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp.   10.000,00

Jumlah : Rp.   510.000,00

  (Lima ratus sepuluh ribu rupiah)

 

 

 

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2021/PA.Cmi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


